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PERATURAN BUPATI PURWORB.'O
NOMOR5S TAHUN &21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER'IA

DINAS KESEHATAN IGBUPATEN PURWORUO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang : a. Bffi#"*,#",*ffiffi *"#ffifllfi:f ,i
i"l "" 2Ot6 tentang P6mbent,kan dan Susunan
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t""totg p"'f,.Uat an tF Peraturan Daeratr

Kabupaten 
-n t*ot"jo Nomor 14 Tatrun 2i0t6

l""t*rg pemuent rt an dan susunan Peranglrat

iiff *l}lt"*,m:'ffi e:"F#'#frlb?t-1"-,,dt 
g-r"a.ia.rmt , Sujuna+ Organisasi' Tugas

;;-fir"t;i Serta Tata Kerja Dinas Kesehatam

I(abupaten Rrrworejo;

b. batrwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
ii"a"y"gunfii- Aparatur da, Reformasi Birokrasi
Nomoi f7 tatrun iOZt tentang Penyetaraan Jabatart
Affii"istrasi t e Dalam Jabitan Fungsional dart

i:13ffi i *l*x' R'#gHtffi^iff ?H*:ffi
iE"Via"inor""n Stmktur Orga'isa"l.P+" Instansi
perfrerintatr Untuk Penyederhanaan Birokrasi, mala
peraturan Bupati seSagaimana dimaksud --padq
huruf a, sudah tidak se-suai tagr dal perlu- diganti
dengan menerbitlan Peraturan Bupati yang barl;

c. batrwa berdasarkan **!ffi*1il#ory,*T;;li
ffi#**'i:L*Hde.il"ri tentang xeariariun,
Susunan orgarrisasi, ftrgas darr F\rngsi, sgrta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Ikbupaten Purworejo;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-Daerah Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
denganUndang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1L4, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahvn 2O2l Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah l(abupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Purworejo
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Daerah Purworejo Nomor 1 Tahrrn
2OL7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 14
Pembentukan dan Susunan

Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2Ol7 Nomor l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten purworejo Nomor l);
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MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER"'A DINAS KESEHATANKABUPATEN
PURWORE-IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Daerah yang memimpin Urusan

Pemerinta-han yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Kesehatan, yang sel,anjutnya disingkat DINKES, adalah Dinas

Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES'

adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Punrorejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DINKES.
8. Selrretaris Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Sekretaris

adalah Sekretaris DINKES.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINKES.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINKES.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja
instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit
kerja pada DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penrrnjang tertentu.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPT, adalah kepala unit keda pada DINKES yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.
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14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilantertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DINKES berkedudukan di bawah dan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten o.

(2) DINKES dipimpin oleh Kepala DINKES.

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

DINKES mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan Bidang Kesehatan sesuai dengan
Daerah
bidang
bidang

yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan,

sumber daya

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
DINKES
a. perumusan kebiiakan

fungsi:
teknis bidang kesehatan,

serta

yang meliputi
bidang

serta bidang
kesehatan.

bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan,
pengendalian
sumber daya

penyakit dan
kesehatan, promosi dan kemitraan

b. dan rencana dan program di bidang
kesehatan yang meliputi bidang pelayanan
kesehatan, bidang penyakit dan
lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan
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c.

e.

f.

evaluasi dan pelaporan keb[jakan teknis bidang
bidang pembiayaan dan peLayanankesehatan, yang

kesehatan, bidang

kemitraan kesehatan.

penyakit dan
serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan

d, pembinaan dan
meliputi bidang

teknis bidang kesehatan, yang
dan pelayanan kesehatan, bidang

penyakit dan serta bidang
sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.

perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan,
yang meliputi bidang pelayanan kesehatan,
bidang penyakit dan lingkungan, serta
bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.

koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan
dan pelayanan kesehatan, bidang penyakit dan

lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan,
promosi dan kemitraan kesehatan.

UPT dalam kegiatan teknis operasional
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi bidang
dan pelayanan kesehatan, bidang

penyakit dan lingkungan, serta bidang sumber daya
kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;dan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

SUSUNAN ORGANISASI

Bagan Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINKES, terdiri dari:
a. Kepa.la DINKES;
b. Sekretariat;
c. Bidang
d. Bidang

Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan;
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

e. Bidang Sumber
Kesehatan;

f. UPT;dan
g. Kelompok Jabatan

Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan

E.

h.

1,

j.
k.

m
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(2) Bagan organisasi DINKES sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak
ini.

dari Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kepala DINKES

Pasal 6

KepaLa DINKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
mempunyai tugas tugas dan frrngsi Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

(1) Sekretariat
bawah dan

Pasal 7

unsur pembantu Kepala DINKES, berada di
bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan
kebijakan teknis dan tugas Bidang secara terpadu,
melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan,
umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fu ngsi:

penyiapan perumusErn kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara

terpadu;
c. perencanaan dan pengembangan sistem kesehatan daerah;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perrencanaan, waluasi, peLaporan dan umum;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DINKES sesuai dengan tuga.s dan fungsi.

Pasal 1O

(1) Susunan Organisasi Sekretariat ssfagairnana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian
b. Subbagian

f.

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;dan
Keuangan dan Kepegawaian;
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(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan umum mempunyai
tugas bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis, melayani dan administrasi di bidang
perencanaan, evaluasi, pel,aporan dan umum yang meliputi koordinasi,
pen5rusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi,

tatalaksana, rumah tangga dan
di lingkungan DINKES, serta pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis, melayani dan

administrasi bidang keuangan dan yang
meliputi pengelolaan keuangan, verilikasi, dan akuntansi
serta pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan

organisasi dan tatalaksana di lingkungan DINKES, serta
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagan Keempat
Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

(1) Bidang Pembiayaan
bawah dan

Kesehatan berkedudukan di
Kepala DINKES.

(2) Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 14

Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
perumusan kebiiakan teknis, membina,

dan bidang dan pelayanan kesehatan,
dan rujukan, pembiayaan dan jaminan
dan gizt.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan
fungsi:
a. penyEpzrn perumusan kebiiakan teknis,

bidang kesehatan dasar dan
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d.

b. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,
dan pengendalian di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, Pem
dan pengendalian di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINKES sesuai dengan tuga.s dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Pembiayaan dan Pelayanan
Kesehatan, mel,alui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pembiayaam dan Pelayanan Kesehatan.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Subkoordinator Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
b. Subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;dan
c. Subkoordinator Keluarga dan Gizi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai
tugas bahan perumusan dan kebijakan

rawan;
sarana medis dan penunjang pada sarana pelayanan

kesehatan dasar di lingkungan Dinas Kesehatan;
paya kesehatan indra;

membina jejaring pelayanan kesehatan dasar di wilayah Daerah;
menyelenggarakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

teknis serta melakukan pembinaan bidang upaya kesehatan dasar dan
rujukan yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

upaya kesehatan dasar dan rujukan;
b. mengelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skala

Kabupaten;
upaya kesehatan pada daerah terpencil danc.

d.

e.
f.
c.
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h. memelihara dan menstandarkan dat kesehatan di sarErna
pelayanan kesehatan di lingkungan DINKES;

i. melayani kesehatan antisipasi kegawatdanrratan medis massa;
j. membina pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
k. melaksanakan pencatatan,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan

kegiatan;
bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

upaya kesehatan dasar dan rujukan;
saran dan bahan kepada Kepala

l.

m,

n.
upaya kesehatan dasar dan rujukan;dan

o. melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 18

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang pembiayaan dan jaminan
kesehatan yang meliputi:
a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di

bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
b. mengembangkan dan memantapkan jaminan

kesehatan tingkat Kabupaten;
c. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam

menetapkan kebljakan kegiatan jaminan pembiayaan kesehatan;
d. melaksanakan sosialisasi dan implementasi regulasi jaminan

kesehatan tingkat daerah;
e. melaksanakanpengelolaan administrasi penyelenggaraan jaminan

pembiayaan kesehatan;
f. memberdayakan dan meningkatlan peran serta masyarakat dalam

pembiayaan kesehatan;
g. mengembangkan pengendalian pembiayaan kesehatan dan mutu

jaminan kesehatan;
h. mengembangkan sumber daya manusia

pendidikan dan
kesehatan;

ketrampilan di bidang jaminan pembiayaan

i. melaksanakan pencatatan,pelaporan dan dokumentasi
kegiatan;

Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen
upaya kesehatan dasar dan rujukan;

dan tugas di bidang

melalui

bahan dan koordinasi di bidang
manqjemen pembiayaan dan jaminan kesehatan;

saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen

dan jaminan kesehatan;
l. mengevaluasi dan pelaksanaan

pembiayaan dan jaminan

j.

k.
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m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaLa Bidang
dan PeLayanan Kesehatan sesuai dengan hrgas

jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis
serta melakukan pembinaanbidang kesehatan keluarga dan gizi yang
meliputi:
a. men5rusundan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

kesehatan keluarga dan gjzr;
upaya kesehatan ibu dan bayi;
upaya kesehatan anak dan remaja;

d. mengupayakan kesehatan Wanita Usia Subur $rUS) dan Keluarga
Berencana (KB);
meningkatkan pendidikan gizi;

masalah gizi;
grzi lebih;

sunreilans gizi;
upaya kesehatan melaluiUsaha Kesehatan

, Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKCS) dan Usaha
Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);

j. membina perawatan kesehatan masyarakat;
pelaporan dan dokumentasi

kegiatan;
bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

m.
manajemen kesehatan keluarga dalr gzt;
menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen
kesehatan keluarga darr gja;
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang

kesehatan keluarga dan gizi;dan
tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

e.
f.
c.
h.
i.

b.
c.

n.

o.

k.

il

Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagran Kelima
Bidang Penyakit dan

Pasd 2O

(1) Bidang Penyakit Dan
berkedudukan di bawah dan
DINKES.

bertanggung jawab kepada Kepa1a

(2) Bidang Pencegahan Penyakit Dan
oleh Kepala Bidang.
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(2) Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan dipimpin
oleh KePala Bidang' 

Pasal 21

Bidang
tugas

Pencegahan Penya}it Dan Penyehatan Lingkungan mempunyai
perumusan kebijakan tekrris, membina,

dan bidang pencegahan penyakit dan
penyehatan yang meliputi penyakit,

penyakit dan kejadian luar biasa serta
penyehatan lingkungan.

PasaJ22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Penyakit Dan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang pengendalian penyakit;
b. penyiapan perumusan kebliakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan di bidang penyakit dan
penanggulangan kejadian luar biasa;

c. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang penyehatan lingkungan;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Penyakit Dan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan

jawab kepada Kepala Bidang Penyalit
Dan Penyehatan Lingkungan

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator
b. Subkoordinator

penyakit;
Penyakit dan

Kejadian Luar Biasa;dan
c. Subkoordinator Penyehatan Lingkungan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan

rnasrng-maslng;

11
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Pasal 24

Subkoordinator Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang pengendalian penyakit yang meliputi:
a, menlrusundan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

penyakit;
b. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulanagan penyakit

menular dan tidak menular;
operasional krisis kesehatan akibat bencana dan

wabah;
d. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerl'a di bidang

kesehatan jiwa;
e. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

kesehatan lanjut usia;
f. melaksanakan pencatatan,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan

kegiatan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

manajemen pengendalian penyakit;
saran dan bahan kepada Kepala

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungandi bidang
manajemen pengendalian penyakit;

dan

c,

h.

1.

b.
c.

pelaksanaan tugas di bidang
manaJemen pengendalian penyakit;dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penyakit dan sesual
dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Penyakit dan Kejadian
Luar Biasa mempunyai tugas bahan perumusan dan
melaksanakan kebljakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa yang
meliputi:
a. men5rusun dan melaksaaakan rencana dan program kerja di bidang

pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
pelayanan kesehatan haji;
imunisasi;

d. menangani Kejadian Luar Biasa (KLB);
e. mengamati dan mencatat/ surveilans penyakit menular dan tidak

menular;
f. melaksanakan

kegiatan;
pencatatan,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan

g. menyiapkan bahan dan koordinasi di
manajemen pencegahan penyakit dan
luar biasa;

Bidang
manaJemen
luar biasa;

bidang
kejadian

h. saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Penyakit dan Penyehatan Lingkungandi bidang

penyakit dan

t2

kejadian

a
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1.

J

dan tugas di bidang
manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian
luar biasa;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang
dengan

Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuan

saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepala
Bidang Penyakit dan bidang

bidang

Kepala
sesuai

manajemen penyehatan lingkungan
dan pelaksanaan tugas di

manajemen penyehatan lingkungan;dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pencegahan Penyakit dan Penyehatan
dengan tugas jabatannya.

Bagan Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

Pnomosi Dan lcmitraan Kesehatan

Pasal2T

tugas Ja

Pasal 26

Subkoordinator Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis serta
melakukan pembinaanbidang penyehatan lingkungan yang meliputi:
a, men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

b. menyelenggarakan penceghan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan;

c.
d. membina dan

tempat llmtlrn,
penyehatan di tempat-

pangan, restoran, hotel dan jasa boga;
e. menerbitkan sertifikat hygienis layak sehat sesuai ketentuan

peraturn perundang-trndangan ;f. membina dan mengendalikan kualitas air;
g. upaya kesehatan kerja yang ditujukan untuk

pekefa agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan
kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi kegiatan

kesehatan, pencegahan penyakit, faktor
risiko, pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan akibat
kerja serta pemulihan kesehatan kerja;

h. melaksanakan pencatatan,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan
kegiatan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
manaj emen penyehatan lingkungan ;j

k.

I

(f) Bidang Sumber Daya Kesehatan, promosi dan Kemitraan Kesehatan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepaLa
DINKES.

I 3 4 6
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(2t Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebliakan teknis, membina,

dan bidang sumber daya kesehatan,
promosi dan kemitraan kesehatan, yang meliputi
sumhr daya kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan serta
promosi dan kemitraan kesehatan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 28,
dan Kemitraan KesehatanBidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi

fungsi:
a. penrmusan kebljakan teknis,

di bidang pengembangan sumber daya kesehatan
organisasi profesi;

dan
dan

makanan uman dan
b. penyiapan perumusan kebljakan teknis,

dan pengendalian di bidang farmasi,
perbekalan kesehatan;

c. penyiapan perumusan keb[jakan teknis, pembinaan,
dan di bidang manajemen informasi, promosi dan
kemitraan kesehatan;dand. pel,aksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3O

(1) Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan
Kemitraan Kesehatan,
(l) huruf e, terdiri atas

sebagaimsls dimaksud dalam Pasal 5 ayat
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
( l), dalam tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan
Kemitraan Kesehatan meLalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuan dengan ruang lingkup tugasnya dan jawab
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan
Kemitraan Kesehatan.

(3) Su
a.

b.

Kesehatan dan

dan Perbekalan

Manajemen Informasi, Promosi dan Kemitraanc

I

3 4

I
5 6t' 7
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) diiabat oleh
pejabat fungsional ahli muda dengan jenjang sekurang-kurangnya
ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan
tugas tambahan tugas dan
pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

Pasal 31

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan
Organisasi Profesi mempunyai tugas bahan perumusan
dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan
bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi
yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

pengembangan dan pengendalian sumber daya kesehatan dan
organisasi profesi;

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di
lingkup dinas kesehatan;

akreditasi pusat kesehatan masyarakat dan rumah
sakit di lingkungan Dinas Kesehatan;

d. membina alreditasi sarana pelayanan kesehatan dan sarana
penunjang pelayanan kesehtan sesuai peraturan
undangan yang berlaku;

e. membina organisasi profesi kegiatan;
f. membina dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan;
g. melayani izin sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang

pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang undangan selain
apotik;

h. melayani t n tenaga kesehatan
undangan yang berlaku;

i. melayani rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan dan sarana
penunjang kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

b.

c.

J.

k.

l.

m.

n.

pencatatan, pelaporan dan
kegiatan;
bahan dan koordinasi di bidang

manajemen
profesi;

pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi

menyampaikan saran dan bahan kepada Kepala
Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan
Kesehatandi bidang manajemen pengembangan sumber daya
kesehatan dan organisasi profesi;

dan melaporkan tugas di bidang
rnanaJemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi
profesi;dan

Bidang Sumber
sesuai dengan tugas jabatannya.

tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan

2 3 f 5 6r 7
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Pasal 32

Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan
Kesehatan mempunyai tugas bahan perumusan dan
melaksanakan kebljakan teknis serta melakukan pembinaanbidang
farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatanyang meliputi:
a. men5rusun, melaksanakan dan mengawasi rencana dan program

kerja di bidang farmasi, makanan minuman dan
kesehatan;

b. memberirekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang
Besar Alat Kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOI),
rekomendasi izin edar makanan dan minuman dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan dan izin perbekalan kesehatan rumah
tangga;

c. menerbitkan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
d. menerbitlan izin usaha mikro obat tradisional;
e. merencanakan dan mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan, perbekalan kesehatan, regensial dan vaksin sesuai
kewenangannya;
menerbitkan sertiflkat penyuluhan dan sertilikat produksi makanan
dan minuman pada industri rumah tangga;

produk makanErn minuman industri rumah
tangga;

sarana produksi dan distribusi
sediaan farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan;
melayani peri rralr penyehat tradisional;
pendistribusian obat;

dan evaluasi;

f.

c.

h.

i.
j.
k.
1. mutu dan Hrasiat obat, alat kesehatan, dan

m. pelaporan persediaan dan penggunaan obat;
n. melaksanakan pencatatan,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan

kegiatan;

secara umum;

bahan dan
mErnaJemen farmasi, makanan

koordinasi di bidang
mlnuman dan

o.

kesehatan;
p. menyampaikan saran

q.

dan bahan pertimbangan kepada
Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan

Kesehatandi bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan
perbekalan kesehatan;

dan melaporkan
manajemen farmasi, makanan
kesehatan;dan

pelaksanaan
minuman

di bidang
perbekalan

tugas
dan

r melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sumber Daya Kesehatan, promosi dan Kemitraan Kesehatan
sesuai dengan tugas jabatannya.

3 f 5
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Pasal 33

Subkoordinator Manajemen Informasi, Promosi dan Kemitraan
Kesehatan mempunyai
melaksanakan kebijakan

tugas
teknis

bahan perumusan dan
serta melakukan bidang

jaringan informasi kesehatan yang
a. menlrusun dan melaksanakan

meliputi:
rencana dan program kerja di bidang

manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
b. menata Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
c. melaksanakan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

(SIK) Daerah;
d. mengembangkan Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Daerah;
menyelenggarakan administrasi dan operasional pengembangan
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;

f. melaksanakan koordinasi penJrusunan program, pengelolaan serta
evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;

g. melaksanakan implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) di bidang Kesehatan;

h. mengembangkan media promosi kesehatan dan teknologi
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);

dan perilaku kesehatan kepada
masyarakat;j. mengembangkan gerakan pemberdayaan masyara-kat,
kelembagaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

k. mengembangkan kemitraan dengan lintas program, sektoral,
Lembaga Swadaya Mayaralat (LSM) dan swasta;

l. mengelola, dan mengendalikan data dan riset
bidang kesehatan

m.

e.

l.

r.

n.
o,

p.
kegiatan;

kesehatan;

Kesehatan di bidang
dan kemitraan kesehatan;

dan
informasi,

s. melaksanakan tugas
Bidang Sumber

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
manajemen informasi, promosi dan kemitraan

q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan
Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi,

kepada Kepala
dan Kemitraan

manajemen informasi, promosi

pelaksanaan tugas di bidang

oleh Kepala
Daya Kesehatan, Promosi, dan Kemitraan

Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 34

teknis dan atau tugas

1
3 4

_t_
5 7

tu fi ft
I I

(f) Untuk melaksanakan tugas
teknis penunjang tertentu di
Dinas.

17

Dinas dapat dibentuk UPT

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala
UPI yang berada di bawah dan
DINKES.

awab kepada Kepala

Pasal 35

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPf Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bagran Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

(1) Pejabat Fungsional
fungsional pada Dinas

(2) Pejabat fungsional

sebagai pelaksana teknis
Kesehatan Kabupaten Purworejo.

dimaksud pada
bertanggung jawab

ayat (1)
langsungsecaraberkedudukan di bawah dan

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
yang memiliki keterkaitan dengan

fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagei66la dimaksud
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
fungsi unit keq'a, analisis jabatan, dan analisis be

ayat
dan

atau

pada
tugas
ban kerja

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dimaksud pada
ayat (

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sg[agnimnna dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan
undangan

Pasal 37

Kelompok Jabatan
fungsional masing-masing

Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
berdasarkan ketentuandengan jabatan

peraturan

BAB IV

TATA KER.IA

Pasal 38

t
fr
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Pasal 39

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 4O

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala
Bidang, Koordinator, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPf,
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib prursrp
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun
honmntal baik ke dalam maupun antarsatuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 41

(1) Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam

dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan

(2) Kepala DINKES, Selrretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPI dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
pada atasan masing-masing serta menyErmpaikan laporan tepat
waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat kepada unit kerja/ satuan
organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKES, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagran, Subkoordinator, dan Kepala UPT
dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan
men3rusun laporan lebih lanjut dan diiadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BABV

KEPEGA\VAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

19
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Pasal 43

Kepala DINKES, Seknetaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan di

lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) DINKES wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di
lingkup DINKES berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susrrnan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini muLai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 68 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Purworerjo Tahun
2016 Nomor 68 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINKES IGbupaten

wajib dan menyesuaikan

'l
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Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupa.ti ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2J Sept eubor 2C!1

f BUPATI PURWORE.IO b

Qf ecus BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2l Sept enbec 2O21

SEKRETARIS D
I

AERA$-KABUPATEN PURWORE TO,

dL
(c"r" R.MADH.N

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREIO
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